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ABSTRAK

Skripsi ini berjudul: Penerapan Sanksi Administratif Bagi Kepala Desa Yang
Tidak Menjalankan Kewajiban Dalam Menyelesaikan Perselisihan Batas Tanah
Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Desa (Studi Kasus
Di Kampung Kekadori Desa Rapowawo), Maria Lensiana Rembu, Nim:
2021110213

Penelitian ini menganalisis Penerapan Sanksi Administratif bagi Kepala Desa yang
Tidak Menjalankan Kewajiban dalam Menyelesaikan Perselisihan Batas Tanah di
Kampung Kekadori, Desa Rapowawo, berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun
2024 tentang Desa. Studi kasus ini berfokus pada konflik batas tanah antara keluarga
Martinus dan Sebastianus yang berlarut-larut sejak tahun 2020, di mana kepala desa
dinilai tidak optimal dalam menjalankan kewajibannya sebagai mediator. Penelitian
ini  menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan sosiologis,
menggabungkan studi lapangan melalui wawancara dengan kepala desa dan camat,
serta studi pustaka terhadap peraturan perundang-undangan terkait. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa sanksi administratif terhadap kepala desa belum diterapkan
secara efektif, meskipun Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 telah mengatur
mekanisme teguran lisan, teguran tertulis, hingga pemberhentian sementara. Faktor
penghambatnya meliputi: (1) faktor internal, seperti keterbatasan pemahaman hukum
administrasi, lemahnya koordinasi antarlembaga, dan ketidakjelasan wewenang camat
dalam menjatuhkan sanksi; serta (2) faktor eksternal, seperti rendahnya partisipasi
masyarakat dalam musyawarah desa, pengaruh hubungan kekeluargaan, dan
kurangnya sosialisasi tentang mekanisme pelaporan. Temuan ini mengindikasikan
perlunya penguatan kapasitas kepala desa melalui pelatihan hukum, peningkatan
pengawasan oleh camat, dan edukasi masyarakat tentang hak mereka dalam menuntut
penyelesaian perselisihan batas tanah secara adil. Dengan demikian, penelitian ini
memberikan  rekomendasi agar pemerintah daerah lebih tegas dalam
menegakkan sanksi administratif demi terciptanya kepastian hukum dan keadilan di
tingkat desa.

Kata Kunci: Sanksi Administratif, Perselisihan, Batas Tanah,



ABSTRACT

This thesis is titled: The Implementation of Administrative Sanctions for Village
Heads Who Fail to Fulfill Their Obligations in Resolving Land Boundary Disputes
in the Community of Kampung Kekadori, Rapowawo Village, Nangapanda
Subdistrict, Ende Regency, as Viewed from Law Number 3 of 2024 Concerning
Villages, by Maria Lensiana Rembu, Student ID: 2021110213.

This study analyzes the Implementation of Administrative Sanctions for Village
Heads Who Do Not Fulfill Their Obligations in Resolving Land Boundary Disputes
in Kekadori Hamlet, Rapowawo Village, based on Law Number 3 of 2024
concerning Villages. This case study focuses on the land boundary conflict between
the Martinus and Sebastianus families that has been protracted since 2020, where the
village head is deemed not to have optimally carried out his obligations as a mediator.
This study uses an empirical juridical method with a sociological approach,
combining field studies through interviews with village heads and sub-district heads,
as well as a literature review of related laws and regulations. The results of the study
indicate that administrative sanctions against village heads have not been
implemented effectively, even though Law Number 3 of 2024 has regulated the
mechanisms for verbal warnings, written warnings, and temporary dismissal.
Inhibiting factors include: (1) internal factors, such as limited understanding of
administrative law, weak coordination between institutions, and unclear authority of
sub-district heads in imposing sanctions; and (2) external factors, such as low
community participation in village deliberations, the influence of family ties, and a
lack of outreach regarding reporting mechanisms. These findings indicate the need to
strengthen the capacity of village heads through legal training, increased supervision
by sub-district heads, and community education about their rights to demand fair
resolution of land boundary disputes. Therefore, this study recommends that local
governments be more assertive in enforcing administrative sanctions to ensure legal
certainty and justice at the village level.

Keywords: Administrative Sanctions, Land Boundary Dispute,
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